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BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 61 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 68 TAHUN 20 16 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

* a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

1.

Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun
2016,

bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program dan
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer pusat dan bantuan
keuangan Provinsi Sumatera Selatan bersifat khusus dan
mendesak uniuk mempercepat proses pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penvusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Perubahan
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan b, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68
Tabun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerali Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran
2017

Undang-Undang Nomaon 28 Tahun 1999 tentang
Penvelenggaraan Negara vone Bersih, dan Bebas dari Korips,
holusi dan Nopotisme (Lebaran Negara  Re pubhk Indonesia
Tahun Y99 Nomor 75, Timbahan Lembaran Nepara Repubhk
Indonesia Nomor 3%851);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang  Program
Pembangunan Nasional (Lombaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, T..mbuahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 39 vZ),



10.

1.1.

12,

13.

14.

. Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),

25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukkan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokelerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republhik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Nepara Repubhk

Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1908);

Peraturan Kepala Badan kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 432/PER/B1/2016  tentang Petunjuk
Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang
Keluarga Berencana.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 6 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 6 ).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG PERUBAHAN

.ATAS PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA NOMOR 68

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
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Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2016
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara Tahun Anggaran 2017 Lampiran 1 Ringkasan Penjabaran APBD,
Lampiran Il Penjabaran APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas
Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Daerah, diubah
secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang selanjutnya
dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

Musi Rawas Utara ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Rupit.
pada tanggal /3 Maret 2017

W BUPATI MUSI RAWAS UTARA

_”\ H. M. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal /3 Maret 20

SEKRETARIS DAERA
KABUPATEN MUSI

WAS UTARA, #—

H. ABDULLAH MAKCIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 198903 1 045

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 6l




